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The purpose of this study is to empirically examine the effect of Good Corporate Governance on disclosure 
of financial risk in financial companies. Good corporate governant variables used in this study are the size 
of the board of commissioners, the number of board meetings, the composition of independent 
commissioners, the number of audit committee meetings, and the composition of the independent audit 
committee. The sample in this study used 66 of financial companies listed at Indonesia Stock Exchange 
(BEI) for 2015-2017, with 198 obervation. The sampling technique using purposive sampling method.  The 
result of this study are size of the board of commissioners and the composition of independent 
commissioners have a positive significant effect on risk disclosure.  
 
Keywords: financial risk disclosure, size of the board of commissioners, the number of board meetings, 





Melaksanakan tata kelola perusahaan yang 
baik (Good Corporate Governance) merupakan hal 
yang sangat penting, apalagi bagi perusahaan yang 
bergerak di bidang keuangan seperti perbankan, 
lembaga pembiayaan dan asuransi. Bisnis di bidang 
keuangan tentulah tidak mudah dan pastinya 
memiliki resiko yang sangat besar termasuk risiko 
keuangan. Resiko Keuangan adalah resiko yang 
timbul akibat adanya ketidakpastian target 
keuangan sebuah usaha. Semakin ketatnya 
persaingan bisnis, akan menyebabkan semakin 
tinggi juga ketidakpastian yang akan dihadapi oleh 
perusahaan. Apalagi informasi yang di sampaikan 
oleh perusahaan sulit dipahami dan tidak 
transparan. Sehingga informasi tersebut tidak bisa 
dipakai oleh pihak yang membutuhkan seperti pihak 
investor. Informasi menjadi sangat penting karena 
kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor 
merupakan kegiatan yang mengandung resiko dan 
ketidakpastian. Karena kemungkinan beresiko, 
maka informasi yang disajikan oleh perusahaan 
diharapkan dapat mengurangi tingkat resiko dan 




ketidakpastian yang dihadapi oleh investor. Oleh 
karena ditperlukan adanya pengungkapan 
(disclosure) yang memadai (Fathimiyah dkk, 2012), 
termasuk pengungkapan yang berkaitan dengan 
resiko perusahaan. 
 Di Indonesia kasus perbankan, asuransi 
dan lembaga pembiayaan yang tidak sehat dan 
mengenyampingkan good corporate governance 
sudah banyak seperti kasus kredit macet Bank 
Summa tahun 1992 yang menjadi salah satu potret 
kelam dunia industry perbankan di Indonesia. 
Kemudian tahun 1997 ada 16 bank dengan kasus 
serupa seperti bank Andromeda, bank umum 
majapahit. Tahun 2002 kasus Bank Lippo kasus L/C 
(letter of credit) fiktif Bank BNI tahun 2003, kasus 
pembekuan usaha Bank Global pada tahun 2004, 
kasus Bank Century tahun 2008, dan masih banyak 
lagi deretan kasus bank bermasalah lainnya yang 
membuktikan kurangnya penerapan prinsip tata 
kelola perusahaan.  
 Tidak hanya perbankan, beberapa kasus 
di bisnis asuransi juga mengalami masalah 
diantaranya Asuransi Jiwa Bakrie Life yang 
bangkrut tahun 2008, Asuransi Bumi Asih Jaya 
tahun 2013 telah mencabut ijin usahanya karena 
tidak mampu memenuhi ketentuan Risk Base 
Capital, dan masih ada lagi seperti kasus asuransi 
Bumi Putra tahun 2018 (http://minesw.id). Fakta-
fakta tersebut membuktikan bahwa perusahaan 
keuangan merupakan lembaga yang dikenal sebagai 
risk taking entities (Oorschot, 2010). Munculnya isu 
mengenai pentingnya risk disclosure mulai menjadi 
perhatian dunia bisnis termasuk di Indonesia, 
sehingga membuat regulator mengeluarkan dan 
menetapkan beberapa aturan main yang 
mensyaratkan pengungkapan mengenai informasi 
risiko dilaporkan dalam laporan tahunan 
perusahaan.  
 Sebagaimana diatur dalam PSAK 60 
(Revisi 2014) tentang Instrumen Keuangan: 
Pengungkapan yang diadopsi dari IFRS Nomor 7 
tentang Financial Instrument: Disclosures. Regulasi 
ini berlaku bagi seluruh entitas. Secara garis besar, 
ketentuan ini mewajibkan entitas untuk 
menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh 
para stakeholder untuk mengevaluasi pengaruh 
signifikan instrumen keuangan dimaksud terhadap 
kinerja keuangan perusahaan serta risiko yang 
muncul dari instrumen keuangan tersebut dan 
bagaimana sebuah entitas melakukan manajemen 
risiko. Setiap entitas diharuskan mengungkapkan 
informasi baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif 
sehingga para pengguna informasi memperoleh 
gambaran yang menyeluruh mengenai sifat dan 
cakupan risiko (Wibowo & Probohudono, 2017). 
 Agar risiko keuangan dalam laporan 
tahunan perusahaan diungkapkan sesuai dengan 
regulasi yang berlaku dan mencukupi kebutuhan 
informasi para penggunanya, maka diperlukan 
praktik tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan 
Good Corporate Governance di dalam perusahaan 
diharapkan mampu meningkatkan kinerja 
perusahaan dan semakin transparan dalam 
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasar 




(Arcaya & Vázquez, 2005). Pendapat lain 
dikemukakan oleh Siagian (2012) dalam 
penelitiannya bahwa Good Corporate Governance 
diprediksi dapat meminimalisir Agency Problem 
yang ada di dalam perusahaan, karena GCG akan 
meningkatkan komunikasi diantara manager dan 
para pemegang saham, meningkatkan peran dewan 
komisaris dan direksi dan komite-komite 
independen, melindungi kepentingan para 
pemegang saham minoritas dan juga dapat 
meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian tersebut 
memberikan rekomendasi akan pentingnya kualitas 
board oversight dan juga manajemen risiko suatu 
perusahaan sebagai suatu bagian dari penerapan 
GCG. Beberapa hasil penelitian seperti yang 
dilakukan oleh Fortunella & Hadiprajitno (2015),   
Peran penting dalam melaksanakan Good 
Corporate Governance berada pada dewan 
komisaris yang berfungsi sebagai pengawas 
aktifitas dan kinerja. Sebagai penasihat direksi 
dewan komisaris memastikan bahwa perusahaan 
melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik 
(Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008). 
Jumlah anggota dewan komisaris sangat 
mempengaruhi aktivitas pengendalian dan 
pengawasan (Andres, et al., 2005). Jumlah dewan 
komisaris yang besar, jumlah pertemuan dewan 
komisaris, adanya komite audit diharapkan 
memunculkan kombinasi kompetensi antara 
anggotanya sehingga dapat menjaga kualitas 
informasi yang disampaikan perusahaan termasuk 
juga berkaitan dengan risiko finansial.  
Penelitian mengenai financial risk 
disclosure di Indonesia telah banyak dibahas, 
namun hasilnya masih terjadi perbedaan, baik 
karena metode yang digunakan maupun variabel 
yang dilibatkan. Oleh karenanya penelitian lebih 
lanjut mengenai Good Corporate Governance dan 
financial risk disclosure di Indonesia masih sangat 
diperlukan mengingat hasilnya merupakan 
informasi penting bagi emiten dan  stakeholder 
lainnya.  
Penelitian ini mengacu pada beberapa 
penelitian yang dilakukan oleh Suharjanto dan 
Dewi, (2012), Hapsari, (2017), Meilani dan Wiyadi, 
(2017), dengan objek penelitian adalah seluruh 
perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indoneria. Pemilihan periode 2015-2017 dianggap 
telah mewakili bagaimana pengaruh Good 
Corporate Governance terhadap Finansial Risk 
Disclosure di Indonesia saat ini. 
 
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan latar belakang fokus masalah 
penelitian ini adalah apakah ukuran dewan 
komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, 
komposisi komisaris independen, komposisi komite 
audit dan jumlah rapat komite audit berpengaruh 
terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan?  
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis 
pengaruh Good Corporate Governance terhadap 
Financial Risk Disclosure di sektor perusahaan 
keuangan (perbankan, pembiayaan, asuransi dan 
lainnya). Hasil penelitian ini diharapkan dapat 




dimanfaatkan oleh berbagai pihak, terutama dalam 
rangka memperkaya teori-teori, bukti empiris, dan 
wawasan keilmuan di bidang Akuntansi, khususnya 
yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan 
pengungkapan resiko keuangan. Sementara bagi 
investor hasil penelitian ini dapat dijadikan 
informasi tambahan dalam hal mengevaluasi kinerja 
perusahaan. 
 
KERANGKA TEORITIS & 
PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Pengungkapan Risiko 
Isu tata-kelola timbul karena terpisahnya 
kepemilikan dengan pengendalian pada korporasi 
moderen Zuang et.al (2000), dan secara teoritis 
dapat ditelusuri dari Teori Keagenan (agency 
theory). Tulisan Jensen & Meckling (1976) 
merupakan karya penting yang telah mendominasi 
berbagai riset tentang tata-kelola. Tata-kelola pada 
intinya adalah menjelaskan tentang relasi antara 
prinsipal dengan manajer (Walker, 2003). Teori 
keagenan menjelaskan hubungan kontrak antara 
prinsipal dengan agen untuk pengambilan 
keputusan atas nama mereka (Jeppsson, 2013). 
Dengan demikian dalam hubungan keagenan 
prinsipal memerintahkan agen untuk melakukan 
satu jasa atas nama prinsipal serta memberi 
wewenang kepada agency membuat keputusan yang 
terbaik bagi principal. 
Namun demikian dalam praktiknya sering 
terjadi pertentangan kepentingan antara prinsipal 
dan agen, sehingga dapat menimbulkan masalah 
keagenan. Salah satu instrumen untuk 
mengeliminasi masalah keagenan adalah terjadinya 
saling keterbukaan antara prinsipal dan agen, atau 
sering disetarakan dengan saling mengungkapkan 
(disclosure).  
Pengungkapan (disclosure) adalah 
mengkomunikasikan mengenai posisi dari 
keuangan dengan tidak menyembunyikan 
informasi. Apabila dikaitkan dengan laporan 
keuangan, disclosure mengandung makna bahwa 
laporan keuangan harus memberikan penjelasan 
yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit 
usaha kondisi keuangan perusahaan kepada para 
pengguna laporan keuangan. Pengungkapan risiko 
keuangan merupakan salah satu item penting dalam 
pelaporan keuangan perusahaan karena memuat 
informasi mengenai bagaimana manajemen 
perusahaan mengelola resiko serta bagaimana 
dampaknya terhadap keberlangsungan hidup 
perusahaan. Melalui pengungkapan resiko dalam 
laporan tahunan, perusahaan menjadi lebih 
transparan dalam menyajikan informasi kepada 
seluruh stakeholdernya (Meilani dan Wiyadi, 
2017).  
 Risiko keuangan (financial risk) berkaitan 
dengan suatu kemungkinan perubahan yang terkait 
dengan instrumen finansial seperti suku bunga, 
financial instrument price, commodity price, nilai 
tukar, indeks harga dan tingkat kredit yang akan 
terjadi di masa depan. Artinya pengungkapan risiko 
finansial berkaitan dengan pengungkapan mengenai 
keberadaan risiko, manajemen risiko dan arah 




kebijakan risiko finansial, (Suhardjanto & 
Anggitarani, 2010). Pengungkapan resiko oleh 
perusahaan sangat berguna bagi para stakeholder 
dalam pengambilan keputusan untuk melakukan 
investasi. Melalui pengungkapan resiko, 
perusahaan dapat memberikan informasi khususnya 
informasi mengenai resiko yang terjadi di 
perusahaan saaat sekarang dan masa datang. 
 
Tata Kelola & Pengungkapan Risiko 
Apapun argumentasinya, sumber kegagalan 
bisnis pada akhirnya dapat dikatakan bersumber 
dari lemahnya tata-kelola (corporate governance), 
yang secara umum merupakan ilmu dan seni untuk 
menyeimbangkan kepentingan semua pemangku 
kepentingan (stakeholders) dengan membuat 
pilihan-pilihan yang didukung oleh berbagai 
informasi (Siebens, 2002).   
 Tata kelola perusahaan yang baik dapat 
dipahami sebagai suatu sistem pengendalian 
internal perusahaan yang memiliki tujuan utama 
mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi 
tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset 
perusahaan dan meningkatkan nilai investasi 
pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 
2016). Secara umum, corporate governance 
diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang 
efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlandasan pada 
prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola yang baik 
yaitu berdasarkan prinsip transparasi, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. 
 Prinsip transparansi yaitu keterbukaan 
informasi baik dalam proses pengambilan 
keputusan maupun dalam mengungkapan informasi 
material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip 
akuntabilitas yaitu kejelasan struktur, fungsi, sistem 
dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga 
pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik. 
Prinsip responsibilitas yaitu kesesuaian atau 
kepatuhan didalam pengelolaan lembaga terhadap 
prisip korporasi yang sehat serta peraturan 
perundangan yang berlaku, termasuk yang 
berkaitan dengan masalah hubungan industrial, 
pajak, kesehatan/keselamatan, perlindungan 
lingkungan hidup, standar penggajian yang sehat. 
Berikutnya prinsip independensi adalah suatu 
keadaan dimana lembaga dikelola secara benturan 
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak 
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat. Sedangkan kesetaraan 
dan kewajaran secara sederhana dapat didefinisikan 
sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam 
memenuhi hak hak stakeholder yang timbul 
berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan 
yang berlaku. 
 Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Ho & 
Wong, 2001; Khomsiyah, 2003) yang menyatakan 
penerapan tata kelola perusahaan memiliki 
pengaruh terhadap luas pengungkapan informasi 
perusahaan. Begitu pula dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh Ettredge, et al. (2010) dalam 
penelitiannya membuktikan bahwa kualitas tata 




kelola perusahaan memiliki hubungan positif 
dengan kualitas kepatuhan pengungkapan wajib. 
Dewan Komisaris (Board Size) akan lebih 
efektif dalam melakukan pengawasan jika 
jumlahnya lebih besar, sehingga pihak manajemen 
dan pemegang saham dapat saling mengawasi dan 
terhindar dari asimetri informasi. Dewan komisaris 
merupakan inti dari corporate governance yang 
ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi 
perusahaan, mengawasi manajemen dalam 
mengelola perusahaan, serta mewajibkan 
terlaksanya akuntabilitas (FCGI, 2018).  
Beberapa hasil penelitian seperti yang 
dilakukan oleh Akra et al. (2010), Aditya (2015) 
membuktikan dewan komisaris berpengaruh positif 
terhadap pengungkapan wajib. Menurut 
Abeysekera (2008) jumlah dewan komisaris yang 
dinilai efektif berada pada rentang lebih dari lima 
orang dan kurang dari 14 orang. Dengan demikian 
diharapkan semakin bertambahnya ukuran dewan 
komisaris atau semakin banyaknya jumlah anggota 
dewan komisaris akan dapat meningkatkan risk 
disclosure. Berdasarkan argumentasi di muka, maka 
penelitian ini mengajukan hipotesis (H1): Ukuran 
dewan komisaris berpengaruh terhadap Financial 
Risk Disclosure.  
 Dalam menjalankan tugasnya sebagai dewan 
komisaris biasanya mengadakan pertemuan rutin 
melalui rapat dewan komisaris. Dewan komisaris 
harus memiliki jadwal rapat tetap dan dapat 
dilakukan rapat tambahan sesuai dengan kebutuhan 
serta dilakukan pada saat yang tepat. Rapat tersebut 
dilakukan untuk mengetahui apakah operasi 
perusahaan telah sesuai dengan strategi dan 
kebijakan perusahaan.  
Sejalan dengan penelitian Vafeas (2010), 
Brick dan Chidambaran (2007), Ettredge et al 
(2010) menyatakan bahwa semakin banyak rapat 
dewan komisaris maka semakin mendorong 
kepatuhan pengungkapan wajib. Dengan demikian 
penelitian ini mengajukan hipotesis (H2): Jumlah 
rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap 
Financial Risk Disclosure 
Dewan komisaris sebagai puncak dari 
sistem pengelola internal perusahaan memiliki 
peranan terhadap aktivitas pengawasan (Siallagan 
dan Machfoedz, 2006). Oleh karena itu, semakin 
independen dewan komisaris diharapkan dapat 
meningkatkan financial risk disclosure. Komposisi 
komisaris independen dikatakan sebagai indikator 
independensi dewan karena kehadiran komisaris 
(Meizaroh & Lucyanda, 2011) diharapkan dapat 
memberikan saran yang independen kepada seluruh 
anggota komisaris perusahaan. Keberadaan 
komisaris independen sebagai bagian pelaksanaan 
good corporate governance mungkin dapat 
mempengaruhi praktik pengungkapan resiko 
perusahaan. Oleh karenanya penelitian ini 
mengajukan hipotesis (H3): Komposisi komisaris 
independen berpengaruh terhadap Financial Risk 
Disclosure. 
 Herwidayatmo (2010) menjelaskan peran 
pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris 
perusahaan di Indonesia belum memadai. Oleh 




karena itu, diperlukan komite audit untuk 
membantu dewan komisaris. Menurut FGCI (2011), 
komite audit memiiki tugas terpisah dalam 
membantu dewan komisaris untuk memenuhi 
tanggungjawabnya dalam memberikan pengawasan 
secar menyeluruh.  
 Komite audit dapat menghindari kecurangan 
dalam pelaporan keuangan dan memonitoring 
kinerja manajemen (Nasution & Setiawan, 2007). 
Li et al (2008), dan Cety dan Suhardjanto (2010) 
menyatakan bahwa anggota komite audit yang 
independen berpengaruh positif terhadap kinerja 
perusahaan termasuk dalam pengungkapan 
informasi. Semakin independen komite audit, 
diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan 
resiko keuangan. Berdasarkan argumentasi di muka, 
penelitian ini mengajukan hipotesis (H4): 
Komposisi komite audit independen berpengaruh 
terhadap Financial Risk Disclosure. 
 Komite audit memiliki fungsi pengawasan 
terhadap operasi perusahaan termasuk kaitanya 
dengan praktik dengan praktik kinerja perusahaan 
(Cety dan Suhardjanto, 2010). Komite audit harus 
transparan, dimulai dengan keharusaan adanya 
audit charter dan agenda program kerja tahunan 
tertulis dari komite audit yang kemudian didukung 
dengan keteraturan rapat komite audit (Alijayo, 
2013).  
 Li et al (2008) menemukan bukti bahwa 
frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif 
terhadap disclosure. Ettredge et al (2010) juga 
menemukan bukti bahwa semakin banyak rapat 
yang dilakukan oleh komite audit maka semakin 
banyak rapat yang dilakukan oleh komite audit 
maka semakin mendorong kepatuhan 
pengungkapan wajib. Semakin sering dilakukan 
rapat komite audit diharapkan dapat meningkatkan 
pengungkapan resiko keuangan. Dengan demikian 
penelitian ini mengajukan hipotesis (H5): 
Komposisi komite audit independen berpengaruh 
terhadap Financial Risk Disclosure. 
 
METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini mempergunakan pendekatan 
deskriptif kuantitatif dengan desain korelasional 
(Cresswell, 2014), yaitu menjelaskan hubungan 
antara tata kelola dengan pengungkapan risiko. 
Analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan metode regresi berganda 
(Creswell, 2012). 
Populasi dalam penelitian ini yaitu 
perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama tahun 2015-2017. Dengan 
menggunakan teknik purposive sampling diperoleh 
sampel sebanyal 66 perusahaan sehingga 
menghasilkan total sampel pengamatan sebanyak 
198. Penggunaan data dalam penelitian ini adalah 
laporan keuangan perusahaan sektor keuangan yaitu 
perbankan, asuransi, pembiayaan dan lainnya yang 
termasuk sektor keuangan.  
 Penelitian ini melibatkan enam variable 
yaitu pengungkapan resiko keuangan (Financial 
Risk Disclosure) dan Good Corporate Governance  
sebagai variable independen yang diukur dengan 




menggunakan indikator jumlah dewan komisaris, 
jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris 
independen, komposisi audit independen dan 
jumlah rapat komite audit.  
 Ukuran dewan komisaris sangat 
mempengaruhi aktifitas pengendalian dan 
pengawasan (Andres et al., 2010). Dalam penelitian 
ini, indikator jumlah dewan komisaris mengikuti 
konsep yang diajukan oleh Dalton (2009), Nasution 
& Setiawan (2007) dan Abeysekera (2008) yaitu 
jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang 
dimiliki perusahaan baik yang berasal dari intern 
maupun eksternal perusahaan. 
 Indikator jumlah rapat dewan komisaris 
adalah rapat yang dilakukan dewan komisaris dalam 
suatu perusahaan selama 1 tahun.  Indikator yang 
digunakan sesuai dengan penelitian Brick dan 
Chidambaran (2007) dan Ettredge, et al (2010). 
 Indikator komisaris independen adalah 
anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi 
dengan manajemen, anggota komisaris lainnya dan 
pemegang saham pengendali. Komisaris 
independen diukur dengan persentase anggota 
dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. 
Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian 
Abeysekera (2008), Permatasari (2009) dan 
Ettredge, et al. (2010). 
 Indikator  Komite Audit Independen adalah 
komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk 
melakukan tugas pengawasan pengelolaan 
perusahaan. Komite audit independen merupakan 
anggota komite audit yang tidak terafilliasi dengan 
manjemen, anggota komisaris lainnya dan 
pemegang saham pengendali. Indikator yang 
digunakan sesuai dengan penelitian Nasution dan 
Setiawan (2007), Li, et al. (2008), dan Cety dan 
Suhardjanto (2010). 
 Jumlah rapat komite audit merupakan rapat 
yang dilakukan oleh komite audit dalam perusahaan 
dalam sutu tahun. Dalam melaksanakan kewajiban 
dan tanggungjawab yang menyangkut sistem 
pelaporan keuangan, komite audit perlu 
mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam 
setahun (FCGI, 2018). Menurut Permatasari (2009), 
rapat komite audit dilakukan untuk meningkatkan 
kinerja perusahaan indikator yang digunakan dalam 
penelitian ini sesuai dengan penelitian Li, et al. 
(2008), Permatasari (2009) dan Ettredge, et al. 
(2010), yaitu jumlah rapat komite audit yang 
dilaksanakan dalam satu tahun. 
 Sedangkan variabel dependen 
menggunakan financial risk disclosure diukur 
dengan menggunakan  financial risk disclosure 
index-FRD (Wibowo & Probohudono, 2017) yang 
diadaptasi dari penelitian (Atanasovski et al. 2015). 
Perhitungan butir-butir pengungkapan 
menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap 
item FRD yang diungkapkan diberi nilai 1, dan nilai 
0 apabila tidak diungkapkan. Setiap item akan 
dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan indeks 
FRD masing masing perusahaan, kemudian dibagi 
dengan item yang harus diungkapkan. Informasi 
mengenai pengungkapan FRD diperoleh dari 




laporan tahunan (annual report) dan situs 
perusahaan.  
HASIL DAN DISKUSI 
Deskripsi variabel penelitian 
 Secara keseluruhan, financial risk 
disclosure perusahaan keuangan berkisar antara 
50% - 100% dengan rata-rata sekitar 85,5 %. 
Pengungkapan resiko tertinggi yaitu 100% 
dilaporkan oleh perusahaan perbankan. Berikutnya 
Variabel ukuran dewan komisaris berkisar antara 2 
- 10 orang dengan rata-rata sekitar 4,33. Perusahaan 
yang memiliki pengungkapan resiko terendah yaitu 
0,50% ditunjukkan oleh  perusahaan pembiyaan, 
dan yang tertinggi (100%) adalah perusahaan 
perbankan. 
 Kemudian pelaksanaan rapat dewan 
komisaris berkisar antara 4 – 87 kali pertemuan, 
komposisi komisaris independen antara 25% - 80%, 
atau rata-rata sebesar 51%. Berikutnya Komite 
Audit independen berkisar antara 0,25 - 0,71 dengan 
rata-rata 0,37. Rapat komite audit berkisar antara 2 
- 32 kali pertemuan dengan rata-rata 9,15 
pertemuan.  Pelaksanaan rapat terendah yaitu (2 
kali) dilaporkan oleh Asuransi Multi Artha Guna 
Tbk, sedangkan yang tertinggi (32 kali) ditunjukkan 
oleh Bank BRI Argoniaga Tbk. 
 
Uji Asumsi Klasik 
 Karena pengujian hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan metode Regresi Linier 
Berganda, maka sebelumnya dilakukan uji asumsi 
klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik 
(Ghozali, 2011). Uji asumsi klasik meliputi 
distribusi kenormalan residual dengan 
menggunakan uji Jarque-Bera (JB), 
heteroskedatisitas menggunakan indikator Breusch 
Pagan Godfrey test, otokorelasi menggunakan uji 
Durbin-Watson, multikolinearitas menggunakan uji 
centered variance inflation factor (VIF), dan 
linearitas menggunakan uji Ramsey reset test. 
Berdasarkan indikator Jarque-Bera terbukti 
bahwa pengganggu/residual berdistribusi normal 
(Jarque-Bera = 0,319335 ; p-value = 0,852427). 
Berikutnya nilai D-W = 1,7402 menunjukkan 
bahwa model ini tidak mengandung otokorelasi.  
Berdasarkan uji Breusch-Pagan-Godfey terbukti 
model memenuhi syarat homoskedastisitas (Obs*R-
Squared = 7,81903; Prob.Chi-Square = 0.4481). 
Kemudian indikator centered variance inflation 
factor (VIF = 1,742)  membuktikan bahwa bahwa 
model terbebas dari gejala multikolinearitas. 
Sedangkan spesifikasi model yang linear juga telah 
terbukti berdasarkan hasil uji Ramsey (F-statistics 
= 1,358849; p-value = 0,231). 
 Tabel 1 












1 .577a .333 .316 .14174 1.742 
 
Dari table juga diperoleh koefisien determinasi 
(Adjusted R Square) sebesar 0,316 atau berarti 
Financial Risk Disclosure dapat dijelaskan atau 
dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 31,6 
persen. Keempat, berdasarkan indikator nilai 




Obs*R-squared diperoleh Prob. Chi-Square 
sebesar 0.4481 atau berarti data terbebas dari 
masalah heteroskedastisitas sehingga model regresi 
yang baik dapat terpenuhi. 
 
Pengujian Hipotesis 
 Berdasarkan table ANOVA diperoleh 
informasi bahwa jumlah dewan komisaris, jumlah 
rapat dewan komisaris, komposisi komisaris 
independen, komposisi audit independen dan 
jumlah rapat komite audit secara bersama-sama 











Regression 1.929 5 .386 19.201 .000b 
Residual 3.857 192 .020   
Total 5.786 197    
  
Kemudian berdasarkan table coefficient terungkap 
bahwa ukuran dewan komisaris (UDK dan 
komposisi komisaris independen (KKI) masing-
masing terbukti berpengaruh positif terhadap 
pengungkapan resiko keuangan. Sedangkan jumlah 
rapat dewan komisaris (JRDK), komposisi 
komite audit independen (KKAI) dan jumlah rapat 
komite audit (JRKA) terbukti tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan resiko keuangan. 
 Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak 
jumlah dewan komisaris, maka tingkatan 
pengawasan dan tekanan terhadap manajemen 
semakin baik sehingga mendorong manajemen 
lebih transparan dalam menggungkapkan resiko 
keuangan. Dewan komisaris memiliki peran penting 
dalam melaksanakan good corporate governance 
yang berfungsi sebagai pengawas aktifitas dan 
kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Abeysekera (2008) dan Suhardjanto dkk (2012) 
yang menemukan bahwa dewan komisaris 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
yang dilakukan perusahaan. Serta mendukung 
penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2011). 
 
Tabel 3  












(Constant) .435 .055  7.86 .000 
UDK (X1) .026 .007 .266 3.71 .000 
JRDK (X2) .001 .001 .103 1.32 .187 
KKI (X3) .426 .085 .314 4.98 .000 
KKAI (X4) .087 .121 .049 .718 .474 
JRKA (X5) .004 .002 .127 1.63 .103 
a. Dependent Variable: FRD (Y) 
Sumber: Hasil olah data  
 
 Berpengaruhnya komposisi komisaris 
independen (KKI) terhadap pengungkapan resiko 
keuangan menunjukkan bahwa  makin banyak 
komisaris independen yang terlibat, makin baik 
pengungkapan risiko keuangan perusahaan 
keuangan. Temuan ini sejalan hasil penelitian 
Baidok & Septiarini, 2016) di perbankan Syariah 
dan Agustina & Ratmono (2014) tentang 
perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI 




tahun 2012. Namun bertolak belakang dengan hasil 
penelitian Suhardjanto dan Afni (2011) di sektor 
perbankan. 
  Tidak berpengaruhnya jumlah rapat dewan 
komisaris terhadap pengungkapan resiko keuangan 
(FRD) diduga karena rapat-rapat yang dilakukan 
oleh dewan komisaris kurang efektif sebagai akibat 
adanya dominasi suara dari anggota dewan 
komisaris yang mementingkan kepentingan pribadi 
atau kelompoknya sehingga mengesampingkan 
kepentingan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian Rifani & Astuti (2019) tentang 
perusahaan perusahaan non manufacturing yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), namun 
bertolak-belakang dengan yang ungkapkan oleh 
Suhardjanto et al.(2012) di sektor perbankan.  
  Hasil pengujian membuktikan variabel 
komposisi komite audit independen (KKAI) tidak 
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko 
keuangan. Berapapun jumlah komite audit 
independen yang dimiliki oleh perusaahaan tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan resiko 
keuangan yang dilakukan perusahaan. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi 
(2011).  
 Sedangkan variabel Jumlah rapat komite 
audit (JRKA) dari hasil uji t tidak terbukti 
mempengaruhi financial risk disclosure. Dengan 
kata lain jumlah rapat komite audit tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan resiko 
keuangan. Hasil penelitian tidak sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto, dkk. 
(2012).  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 Penelitian ini ditujukan untuk menguji 
pengaruh Good corporate governance terhadap 
financial risk. Hasil penelitian mengungkapkan 
bahwa variabel ukuran dewan komisaris dan 
komposisi komisaris independen berpengaruh 
terhadap pengungkapan resiko keuangan. 
Sedangkan variabel jumlah rapat dewan komisaris, 
komposisi komite audit independen dan jumlah 
rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan resiko keuangan. Dengan demikian 
penerapan GCG di dalam perusahaan keuangan 
belum maksimal.  
 Penelitian ini hanya melibatkan lima 
variabel sebagai proxy good corporate governance. 
Padahal masih banyak faktor lain yang diduga 
mempengaruhi pengungkapan resiko keuangan, 
misalnya regulasi. Penelitian-penelitian selanjutnya 
dapat memperluas populasi dan sampel, dan 
sebaiknya menggunakan rentang waktu yang lebih 
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